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PUTUSAN

Nomor 2938/Pdt.G/2023/PA.Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Sidoarjo  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT,  umur  37  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan

mengurus  rumah  tangga,  tempat  kediaman  di  XXXXXXXXX

Kabupaten Sidoarjo, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT,  umur  39  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  S2,  pekerjaan

pengacara,  tempat  kediaman  di  XXXXXXXXX  Kabupaten

Sidoarjo;,  sebagai  Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang; 

DUDUK PERKARA

   Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 22 Agustus 2023 telah

mengajukan  cerai  gugat,  yang  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan

Agama  Sidoarjo,  Nomor  2938/Pdt.G/2023/PA.Sda  tanggal  22  Agustus  2023

dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15

Februari 2013, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan

Agama Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, sesuai Kutipan Akta Nikah

Nomor: 0118/50/II/2013 tertanggal 15 Februari 2013;  

2. Bahwa,  setelah  akad  nikah,  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal

bersama  dirumah  bersama  antara  Penggugat  dan  Tergugat  yang

beralamat di XXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo (Bada Dukhul), bernama

Anak I (Surabaya 28-12-2014,  Umur 8 tahun,  3515186812140001,  SD

Kelas 2);  
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3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis,

tetapi  sejak  pertengahan  tahun  2021  antara  Penggugat  dan  Tergugat

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : 

a.Tergugat tidak pernah melibatkan Penggugat dalam hal pengambilan

putusan. 

b. Tergugat  sering  berkata  dan  bersikap  kasar  kepada

Penggugat. 

c.Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;  

4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan

bulan  Februari  tahun  2023  Tergugat  meninggalkan  Penggugat  pulang

kerumah  saudaranya  di  XXXXXXXXX  Kabupaten  Sidoarjo,  akibatnya

Penggugat  dan Tergugat  terjadi  pisah tempat  tinggal,  yang hingga kini

sudah berjalan selama 6 bulan;  

5. Bahwa selama ini anak bernama bernama Anak I (Surabaya 28-12-

2014, Umur 8 tahun,  3515186812140001, SD Kelas 2) tinggal bersama

Penggugat,  agar  terjamin  untuk  mendapatkan  pengasuhan  yang  baik,

maka mohon hak asuh anak tersebut ditetapkan pada Penggugat. 

6. Bahwa,  Penggugat  juga  menuntut  agar  Tergugat  dibebani  nafkah

anak tiap bulan sebesar  Rp 10.000.000,-  (sepuluh juta  rupiah),  hingga

anak tersebut dewasa/ mandiri. 

7. Bahwa  Anak  I  (Surabaya  28-12-2014,  Umur  8  tahun,

3515186812140001, SD Kelas 2),  yang walaupun bersama Penggugat,

tetap terdaftar di Kartu Keluarga Tergugat. 

8. Bahwa karena terdaftar di Kartu Keluarga Tergugat hingga tidak bisa

di  masukkan  Kartu  Keluarga  Penggugat,  oleh  sebab  itu  Penggugat

memohon untuk Hak Asuh Anak;  

9. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di  atas, maka gugatan Penggugat

telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9

Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;  

10. Bahwa,  perkawinan  (rumah  tangga)  yang  demikian  menurut

Penggugat sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan

perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan
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tersebut  Penggugat  bermaksud  menggugat  cerai  terhadap  Tergugat  di

depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;  

11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini. 

Berdasarkan dalil  dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua

Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memanggil para pihak, memeriksa dan

mengadili  serta  menjatuhkan  Putusan  yang  amarnya  berbunyi  sebagai

berikut:

Primer. 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;  

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;  

3. Menetapkan anak bernama bernama Anak I (Surabaya 28-12-2014,

Umur 8 tahun,  3515186812140001, SD Kelas 2) berada dalam asuhan

Penggugat. 

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, nafkah

anak tiap bulan sebesar  Rp 10.000.000,-  (sepuluh juta  rupiah),  hingga

anak tersebut dewasa/ mandiri. 

5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;  

 Subsider :

Atau  apabila  Pengadilan  Agama Sidoarjo  berpendapat  lain,  mohon  putusan

yang seadil-adilnya;  

Bahwa  pada  persidangan  yang  telah  ditetapkan  Penggugat  telah

datang  menghadap  di  persidangan,  sedangkan  Tergugat  tidak  datang

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

sebagai  wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  surat  panggilan

(relaas)  tanggal  25  Agustus  2023  dan  tanggal  08  September  2023  yang

dibacakan di  persidangan,  Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan patut,

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan

oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa  upaya  perdamaian  dan  mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan

karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan; 
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Bahwa  selanjutnya  pemeriksaan  perkara  dilakukan  dalam  sidang

tertutup  untuk  umum  dengan  terlebih  dahulu  dibacakan  surat  gugatan

Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh  karena  Tergugat atau  kuasanya  yang  sah  tidak  pernah

hadir di persidangan, maka jawaban  Tergugat atas gugatan  Penggugat tidak

dapat didengarkan;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan bukti berupa:

A.SURAT 

1. Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  dari  KUA Waru  Kabupaten  Sidoarjo

Provinsi  Jawa Timur,  Nomor  0118/50/II/2013  Tanggal  15  Februari  2013.

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode

bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis; 

2. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama  Penggugat,  NIK  :

3515186211850002 tanggal 09 April  2012, yang dikeluarkan oleh Kepala

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat

tersebut  telah  diperiksa  oleh  Majelis  Hakim,  dicocokkan  dengan  aslinya

yang ternyata sesuai  dan telah dinazegelen,  kemudian diberi  kode bukti

(P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis; 

3. Fotokopi  Kutipan  Akta  Kelahiran  anak  kesatu  atas  nama  Anak  I,

Nomor  3515-LU-06022015-0088  tanggal  10  Februari  2015,  yang

dikeluarkan  oleh  Kepala  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil

Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

dicocokkan dengan aslinya  yang ternyata  sesuai  dan telah  dinazegelen,

kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis; 

4. Fotokopi  Surat  Pernyataan atas  nama Tergugat,  yang dibuat  oleh

Tergugat.  Bukti  surat  tersebut  telah  diperiksa  oleh  Majelis  Hakim,

dicocokkan dengan aslinya  yang ternyata  sesuai  dan telah  dinazegelen,

kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis; 

5. Fotokopi Surat Pernyataan sanggup membayar nafkah anak, iddah

dan Mut'ah atas nama Tergugat,  yang dibuat  oleh  Tergugat.  Bukti  surat
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tersebut  telah  diperiksa  oleh  Majelis  Hakim,  dicocokkan  dengan  aslinya

yang ternyata sesuai  dan telah dinazegelen,  kemudian diberi  kode bukti

(P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis; 

B.SAKSI 

Saksi 1, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di

Kabupaten  Sidoarjo,  di  bawah sumpah memberikan  keterangan  yang

pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat,  karena  saksi

adalah Ayah kandung Penggugat; 

- Bahwa  saksi  mengetahui  Penggugat  dengan  Tergugat  adalah

pasangan suami istri; 

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dengan  Tergugat  tinggal

bersamadirumah orangtua Penggugat,  lalu  pindah tinggal  di  rumah

bersama di Perumahan Rewin Waru Sidoarjo; 

- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai

1 (satu) anak, bernama Anak I, umur 8 tahun; 

- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat

dengan  Tergugat  awalnya  rukun,  namun  kemudian  sering  diwarnai

perselisihan dan pertengkaran; 

- Bahwa  saksi  mengetahui  Penggugat  dengan  Tergugat  sering

bertengkar  disebabkan  masalah  ekonomi  kurang,  padahal

penghasilanTergugat  banyak  namun  nafkah  yang  diberikan  kurang

layak. Tergugat juga sukangomong kasar dan keras; 

- Bahwa  setelah  terjadi  pertengkaran  kemudian  Penggugat  dengan

Tergugat berpisah tempat tinggal selama 6 bulan lebih; 

- Bahwa  selama  berpisah  Tergugat  tidak  memberi  nafkah  pada

Penggugat; 

- Bahwa kondisi anak selama ikut Penggugat sehat dan terawat dengan

baik; 

- Bahwa Penggugat  bekerja  dirumah membuat  kue-kue dan catering

masakan; 
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- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pengacara, namun saksi tidak tahu

pasti penghasilannya setiap bulan; 

- Bahwa  saksi  sudah  berusaha  mendamaikan  Penggugat  dengan

Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil; 

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka; 

Saksi 2, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat

tinggal  di  Kabupaten  Sidoarjo,  di  bawah  sumpah  memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat,  karena  saksi

adalah Ibu kandung Penggugat; 

- Bahwa  saksi  mengetahui  Penggugat  dengan  Tergugat  adalah

pasangan suami istri; 

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dengan  Tergugat  tinggal

bersamadirumah orangtua Penggugat,  lalu  pindah tinggal  di  rumah

bersama di Perumahan Rewin Waru Sidoarjo; 

- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai

1 (satu) anak, bernama Anak I, umur 8 tahun; 

- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat

dengan  Tergugat  awalnya  rukun,  namun  kemudian  sering  diwarnai

perselisihan dan pertengkaran; 

- Bahwa  saksi  mengetahui  Penggugat  dengan  Tergugat  sering

bertengkar disebabkan Tergugat suka berkata kasar dan keras kepada

Penggugat, dan meskipun penghasilanTergugat banyak namun tidak

bisa memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat; 

- Bahwa  setelah  terjadi  pertengkaran  kemudian  Penggugat  dengan

Tergugat berpisah tempat tinggal selama 6 bulan lebih; 

- Bahwa  selama  berpisah  Tergugat  tidak  memberi  nafkah  pada

Penggugat; 

- Bahwa kondisi anak selama ikut Penggugat sehat dan terawat dengan

baik; 

- Bahwa Penggugat  bekerja  dirumah membuat  kue-kue dan catering
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masakan; 

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pengacara, namun saksi tidak tahu

pasti penghasilannya setiap bulan; 

- Bahwa  saksi  sudah  berusaha  mendamaikan  Penggugat  dengan

Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil; 

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka; 

Bahwa  Penggugat  menyampaikan  kesimpulan  yang  isinya  tetap

kepada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua

hal  yang  termuat  dalam  berita  acara  sidang  merupakan  bagian  yang  tidak

terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal

di Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan  Pasal 73 ayat

(1)  Undang-undang  Nomor   7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

dengan  Undang-undang  Nomor   50  Tahun  2009,  perkara  ini  merupakan

kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang,  bahwa proses mediasi  sebagaimana yang diamanatkan

oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak

pernah hadir di persidangan; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak

Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130

HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor  7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor  50 Tahun 2009, namun tidak

berhasil;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat tidak  pernah  hadir  di

persidangan  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  dan  tidak

ternyata  tidak  hadirnya tersebut  disebabkan oleh  suatu  halangan yang sah,
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maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa

hadirnya Tergugat;

Menimbang,  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal  125 ayat  (1)  HIR,

yaitu  putusan  yang  dijatuhkan  tanpa  hadirnya  Tergugat  dapat  dikabulkan

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan

pendapat ahli  fiqih yang diambil  alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam

Kitab Ahkamul Qur’an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

Artinya; Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian

ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah

haknya”;

Menimbang,  bahwa alasan pokok gugatan  Penggugat adalah bahwa

rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat

telah  meninggalkan  Penggugat  tanpa  izin  sehingga  berpisah  sejak  Februari

2023 selama 6 bulan;

Menimbang,  bahwa  meskipun  Tergugat  tidak  hadir  dan  tidak  dapat

didengar  jawabannya,  namun  karena  perkara  ini  perkara  perceraian,  maka

Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraiannya

dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  gugatan  cerainya,

Penggugat  telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta 2 orang

saksi; 

Menimbang,  bahwa  bukti  P.1  berupa  fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah,

bermeterai  cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta

otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat

dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil

pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti  P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk

atas  nama  Penggugat,  bermeterai  cukup,  di-nazegelen,  dan  cocok  dengan

aslinya,  isi  bukti  tersebut  menjelaskan  mengenai  tempat  tinggal  Penggugat,

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan

Akta Kelahiran atas nama 1 orang bernama  Anak I (Surabaya 28-12-2014,

Umur 8 tahun, maka harus dinyatakan terbukti bahwa telah dikaruniai 1 (satu)

orang anak bernama  Anak I (Surabaya 28-12-2014,  Umur 8 tahun sebagai

anak perempuan kandung); adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat 

Menimbang,  bahwa Tergugat  dibawah materai  telah  membuat  surat

pernyataan tentang harta harta yang kurang jelas termasuk yang masih terikat

dengan  pihak  lain  seperti  Bank,  dalam  hal  ini  (P.4)  tersebut  tidak  ada

relevansinya dengan perkara ini sekalipun sudah bermaterai sepihak, sehingga

terhadap alat bukti tersebut tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang,  bahwa Tergugat  dibawah materai  telah  membuat  surat

pernyataan hak hak Tergugat (P.5) dan surat pernyataan diatas materai tentang

kesanggupan Tergugat  sanggup membayar  berupa nafkah untuk satu orang

anak  setiap  bulan  Rp.10.000.000,-  perbulan,  nafkah  iddah  selama  3  bulan

sebesar  Rp.15.000.000,-(lima belas  juta  rupiah)  dan nafkah Mut’ah  sebesar

Rp.25.000.000,-  (Dua  puluh  lima  juta  rupiah),  sehingga  terhadap  surat

pernyataan tersebut, Majelis Hakim dapat dipertimbangkan dan akan ditetapkan

didalam amar putusan;

Menimbang,  bahwa oleh karena itu  bukti  bukti   tersebut  mempunyai

kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870

KUH Perdata; 

Menimbang, bahwa 2 orang saksi  yang dihadirkan Penggugat adalah

merupakan orang-orang yang dekat Penggugat dan Tergugat,  dimana dalam

memberikan  keterangannya  telah  bersumpah (vide  Pasal  147  HIR jo  Pasal

1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui

keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  dan  keterangannya  saling

bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah

memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima

dan dipertimbangkan;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  dan  saksi  2  Penggugat

mengenai  adanya  ketidakrukunan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat,

adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus
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dibuktikan oleh Penggugat yakni  antara Penggugat dan Tergugat telah tidak

tinggal dalam satu rumah disebabkan Tergugat yang telah pergi meninggalkan

Penggugat tanpa alasan yang jelas selama 6 bulan, oleh karena itu keterangan

saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam

Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  bukti  P.1  s.d  P.5,  serta  keterangan

saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan melahirkan 1

orang  anak  bernama  Anak  I  (Surabaya  28-12-2014,  Umur  8  tahun,

3515186812140001, SD Kelas 2);

2. Bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak

harmonis;

3. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa izin sehingga

berpisah selama 6 bulan;

4. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat  tidak pernah lagi

saling berkomunikasi dan mengunjungi;

5. Bahwa keluarga Penggugat  telah  berusaha mendamaikan,  namun

usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  tersebut  di  atas  dapat

disimpulkan fakta  hukum bahwasanya antara Penggugat  dan Tergugat  telah

berpisah  tempat  tinggal  dimana  Tergugat  telah  meninggalkan  Penggugat

selama kurang 6 bulan berturut turut tanpa alasan yang jelas sampai dengan

sekarang, dan selama itu pula Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat;

Menimbang,  bahwa fakta hukum tersebut  telah memenuhi  Pasal  19

huruf  (b)  Peraturan  Pemerintah  No  9  tahun  1975  jo  Pasal  116  huruf  (b)

Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi  “Salah satu pihak meninggalkan pihak

lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan

yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari

Tergugat dapat dikabulkan;
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Menimbang,  bahwa Tergugat  dibawah materai  telah  membuat  surat

pernyataan tentang harta harta yang kurang jelas termasuk yang masih terikat

dengan  pihak  lain  seperti  Bank,  dalam  hal  ini  (P.4)  tersebut  tidak  ada

relevansinya dengan perkara ini sekalipun sudah bermaterai sepihak, sehingga

talat bukti tersebut tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang,  bahwa Tergugat  dibawah materai  telah  membuat  surat

pernyataan  hak  hak  Tergugat  (P.5)  dan  surat  pernyataan  diatas  materai

tertanggal  8  September  2023,  tentang  kesanggupan  Tergugat  sanggup

membayar berupa nafkah untuk satu orang anak setiap bulan Rp.10.000.000,-

perbulan, nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta

rupiah)  dan  nafkah  Mut’ah  sebesar  Rp.25.000.000,-  (Dua  puluh  lima  juta

rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat yang memohon agar

Penggugat  Rekonvensi ditetapkan  sebagai  pemegang  hak  asuh  anak

(hadlonah)  atas  anak  Penggugat  dan  Tergugat  yang  bernama  Anak  I

(Surabaya  28-12-2014,  Umur  8  tahun), Majelis  Hakim  mempertimbangkan

sebagai berikut:

Menimbang,  bahwa  yang  menjadi  pertimbangan  utama  dalam

menentukan siapa yang lebih pantas untuk mengasuh anak adalah semata-

mata ditujukan untuk kepentingan dan kebaikan (kemashlahatan) bagi  anak,

bukan untuk kepentingan orang tua atau pihak lain, sehingga terjamin hak-hak

anak dan anak bisa tumbuh dan berkembang, baik secara fisik maupun  psikis,

sebagaimana dimaksud dalam  pasal  3 Undang -  Undang Nomor 23 Tahun

2002,  dan  seseorang  yang  akan  ditetapkan  sebagai  pemegang  hak  asuh

(hadhonah)  selain  harus  bisa  melindungi  anak secara  fisik,  juga harus  bisa

menjadi pembimbing intelektual dan spiritual  (moral) bagi anak yang diasuh,

dengan demikian seorang pengasuh (pemegang hak hadhonah) bisa menjadi

contoh  yang  baik  bagi  anaknya   dan  juga    sesuai  dengan  Yurisprudensi

Mahkamah Agung RI Nomor 110K/AG/2007 tanggal 13 November 2007 (Buku

Yurisprudensi   Mahkamah  Agung  RI  tahun  2008  halaman  207)  bahwa

pertimbangan  utama dalam masalah hadhanah (pemeliharaan anak)  adalah
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kemaslahatan dan kepentingan si anak dan bukan semata-mata yang secara

normatif paling berhak; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  Para  Saksi,  selama

pernikahan,  Penggugat  dan  Tergugat  telah  dikaruniai seorang  anak,  yang

bernama Anak I (Surabaya 28-12-2014, Umur 8 tahun), yang sekarang dalam

asuhan Penggugat;

 Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41  huruf (a) Undang-undang

Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal  105 dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum

Islam pemeliharaan anak yang belum  mumayyiz atau berumur 12 tahun adalah

hak ibunya, serta  sesuai dengan dalil syar’i dalam Kitab Bajuri juz II halaman

195:

Artinya  :  “Apabila  seorang  laki-laki  bercerai  dengan  isterinya,  dan  dia

mempunyai  anak dari  perkawinannya dengan isterinya itu,  isterinya

lebih berhak untuk memeliharanya.”

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  di  atas

maka tuntutan Penggugat mengenai hak asuh anak (hadlonah) terhadap anak

yang bernama Anak I, dapat dikabulkan sebagaimana ditetapkan dalam amar

putusan dengan tetap  memberikan hak kepada Penggugat  (ayahnya)  untuk

menjenguk,  mengajak  dan  mencurahkan  kasih  sayangnya  terhadap  anak

tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  petitum  Penggugat  angka  2  akan

dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 113 huruf (c) jo Pasal

119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah

talak bain shughra;

Menimbang,  bahwa oleh  karena  perkara  aquo masuk  dalam bidang

perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun

2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat,  semua pasal  dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
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MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap persidangan, tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat; 

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:

4.1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

4.2. Mut’ah berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);

Sebelum diambil akta cerai;

5. Menetapkan anak bernama Anak I (Surabaya 28-12-2014, Umur 8

tahun, berada  dalam asuhan  Penggugat,  Dengan  kewajiban  pemegang

hak hadhonah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak

hadhonah untuk bertemu dengan anaknya.

6. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah kepada anak tiap bulan

sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah). dengan penambahan 10 %

setiap tahunnya, hingga anak tersebut dewasa/ mandiri..

7. Membebankan kepada Penggugat  untuk  membayar  biaya perkara

sejumlah Rp. 970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada

hari Rabu, tanggal 27 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12

11 Rabiul Awal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Rauf sebagai Ketua Majelis,

Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Drs. H. Arifin, S.H., M.H. masing-masing sebagai

Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim

Anggota dan dibantu oleh Siti Hauroh Zubaidah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera

Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota 

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Rauf
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Siti Hauroh Zubaidah, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp 30.000,00
Proses Rp 100.000,00
Panggilan Rp 800.000,00
PNBP Rp 20.000,00
Redaksi Rp 10.000,00
Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 970.000,00
(sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)
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